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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamati 

bahwa daerah diberi kekuasaan atau wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri 

dengan sedikit campur tangan dari Pemerintah pusat. Pemerintah daerah 

(PEMDA) mempunyai hak dan kewenangan yang besar untuk menggunakan 

sumber keuangan daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang 

berkembang disuatu daerah. Dalam undang-undang tersebut memberikan 

penegasan bahwa suatu daerah memiliki kewenangan untuk mementukan alokasi 

sumber daya daerah kedalam belanja modal sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan daerah tersebut. (Wandira:2012) 

UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam 

pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar 

kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, 

baik tentang sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Untuk 

mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu untuk 

meningkatkan anggaran belanja modal atau sumber dana yang akan digunakan 

untuk membiayai daerah tersebut Palealu (2014). Dengan otonomi daerah, 

pemerintah mengharapkan daerah tersebut lebih mandiri dan mengurangi 

ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam segi pembiayaan pembangunan
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daerah ataupun dalam pembiayaan keuangan daerah. Dalam mengelola keuangan 

daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan daerah tersebut. 

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif 

akan membuat pengelolaan keuangan didalam suatu daerah menjadi semakin baik. 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya 

manusia yang handal tetapi harus didukung oleh kemampuan keuangan didaerah 

tersebut yang memadai. Di dalam suatu otonomi daerah memberikan kesempatan 

pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah itu sendiri. Dan sumber 

dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal itu terdiri dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH).  

Belanja Modal berdasarkan pada kebutuhan daerah untuk sarana prasarana 

baik untuk kelancaraan dalam pelaksanaan tugas pemerintah atau untuk fasilitas 

publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas atas pelayanan publik, pemerintah 

daerah harusnya mengubah komposisi belanja yang akan digunakan. Tetapi 

selama ini belanja daerah hanya lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang 

kurang produktif. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah untuk membantu 

karena pihak pemerintah lebih mengetahui tujuan pembangunan yang akan 

dicapainya (Wandira,2012) 

Menurut pernyataan dari Standar Akuntansi Pemerintah No.2 (2011), 

belanja modal yang berarti pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap, inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk yang ada 
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didalamnya adalah mempertahankan atau menambah masa manfaat serta dapat 

meningkatkan kualitas dan kapasitas di daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan Porsi Belanja Modal 
 

Pada TA (Tahun Anggaran) 2013 Triwulan IV, Pemerintahan Kota/ 

Kabupaten di Jawa Timur menganggarkan 12,5 Triliun rupiah untuk pembiayaan 

belanja modalnya. Nilai tersebut sebesar 20,06% dari total belanja yang tersedia. 

Tetapi ketika serapan belanja modal yang kurang optimal, hanya mencapai 

79,18% saja atau sebesar 9,9 Triliun rupiah saja. Dalam realisasi belanja modal 

yang rendah menyebabkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan dari jenis belanja ini.  

Porsi belanja modal tersebut memang sangat kecil dibandingkan 

dengan belanja pegawai, tetapi ada hal baiknya adalah Kota/Kabupaten di Jawa 

Timur perlahan-lahan sudah meningkat dalam bidang belanja modal dan sudah 
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mulai mengurai belanja pegawainya. Jika pada TA 2011 hanya sekitar 17, 68% 

lalu berkembang ke tahun 2012 sebesar 19,73% dan meningkat lagi pada tahun 

2013 sebesar 20,06%. Belanja modal ini dimaksud untuk pengeluaran yang 

dilakukan untuk pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap dan 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah 

Kota/Kabupaten di Jawa Timur hendaknya memperhatikan kecilnya alokasi 

belanja modal pada APBD-nya, karena belanja modal sangat penting bagi 

kegiatan ekonomi di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang menajdi salah satu 

dari tujuan pembagunan di daerahnya tersebut sangat bergantung kepada 

ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai untuk menunjang aktivitas 

ekonomi 

 

. Gambar 1.2 

Rasio Belanja Modal Jawa Timur Tahun 2013 
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Sedangkan  yang terjadi pada triwulan II tahun 2013 mengenai rasio 

belanja modal di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang sebesar 17,16%. Sebanyak 

18 Kota/Kabupaten yang menganggarkan belanja modalnya di atas rata-rata Jawa 

Timur. Dari rasio tersebut dapat dilihat kota Batu mendapatkan rasio tertinggi 

sebesar 27,49% dan kemudian kota Surabaya yang mendapatkan rasio sebesar 

25,34% lalu kota Malang mendapatkan rasio sebesar 23,77%. Sedangkan 

kabupaten Ponorogo menjadi Kota/ Kabupaten yang memiliki porsi yang paling 

kecil yaitu 7,94%. Dengan rendahnya porsi ini dapat menunjukan bahwa 

pemerintah daerah belum sepenuhnya meperhatikan dengan cukup untuk 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dengan menyediakan anggaran yang 

signifikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat memadai.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber pemerintahan utama dari 

daerah itu sendiri yang menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Alokasi 

Daerah (PAD) dana tersebut di dapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau hasil perusahaan 

milik daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Olatunji et al (2009) mengemukakan 

bahwa pendapatan pemerintah daerah terutama berasal dari pendapatan pajak. 

Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan 

kemampuan potensi dari daerah itu sendiri sebagai perwujudan desentralisasi. 

PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Liliana et al.(2011) memperoleh hasil bahwa 

pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran 
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pemerintah. Jika semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula 

alokasi belanja modalnya.pengertian dari PAD merupakan semua penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi di daerah itu tersebut. (Halim,2013:101) 

Hubungan antara PAD dengan belanja modal adalah seperti yang 

dikemukakan oleh Arwati (2013) jika PAD di dalam daerah tersebut besar 

dikarenakan hasil atau pendapatan yang dimiliki daerah tersebut memadai pada 

akhirnya akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat dan akan 

menarik investor untuk menanam modal di daerah tersebut yang pada akhirnya 

akan menambah PAD nya. Maka jika PAD tersebut meningkat maka belanja 

modal akan ikut meningkat, begitu pula jika PAD pada daerah tersebut rendah 

maka belanja modal tersebut akan ikut rendah. 

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 porsi Dana Alokasi Umum 

(DAU) ditetapkan oleh pemerintah pusat sekurangnya 26% dari Pendapatan 

Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Menurut Gunantara dan 

Dwirandra (2014) DAU bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang bertujuan untuk pengalokasianpemerataan keuangan antar 

daerah untuk biaya kebutuhan daerahnya dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU 

adalah salah satu dari komponen dana perimbangan di dalam APBN yang 

merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan 

kapasitasfiskal(fiscal capacity). Jika DAU yang diperoleh besar maka 

berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Karena jika dana yang dibutuhkan 

daerah tersebut besar maka pengeluaran dan untuk belanja akan besar pula. DAU 
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merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perannya sangat baik 

dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah (Febriana:2013) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari dana APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan 

khusus pada urusan daerah dan prioritas dari daerah tersebut. Pemanfaatan DAK 

diarahkan untuk pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan 

prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang.Dengan 

diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasi dalam belanja 

modal (Ardahani :2011). 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan 

Pemerintah  nomor 58 tahun 2005 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran. Menurut Abdullah (2013), 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan daerah yang 

didapat dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya sesuai Permendagri No. 13 

Tahun 2006. Jika belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka otomotis SiLPA 

ditahun tersebut akan besar. Maka dari itu SiLPA berpengaruh dengan belanja 

modal. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan 

PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain. Selisih antara 

pendapatan di satu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan 

surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan 

dengan belanja dan transfer, sedangkan jika pendapatan lebih kecil dibandingkan 

dengan belanja dan transfer maka akan terjadi defisit (Ardhani:2011) 
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Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)Belanja Modal sendiri 

dapat di definisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam pembentukan 

modal yang sifatnya memberikan manfaat pada daerah itu sendiri. Belanja modal 

daerah dibuat secara rutin setiap tahunnya oleh pemerintah daerah. Pentingnya 

belanja modal karena dapat mempengaruhi PAD, DAU, DAK serta SiLPA, 

Dalam APBDdiharapkan belanja modal tersebut digunakan dengan baik. 

Alasan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan 

sesuai dengan fenomena yang ada tentang pengalokasian belanja modal yang 

belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik dan belum dapat memenuhi  

kesejahteraan publik terutama di Jawa Timur yang memiliki belanja modal yang 

cukup besar di Indonesia. Pengalokasian belanja modal yang sebelum sepenuhnya 

merata dan belum memenuhi tingkat kesejahteraan publik dikarenakan dari faktor 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin menurun, atau Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum digunakan dengan 

baik, atau dari sisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mengalami 

defisit atau tidak adanya lebih dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

yang terjadi khususnya di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul“ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur” 
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1. 2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan pemaparan fenomena yang 

telah dilakukan, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah pendapatan alokasi daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi 

Belanja modal pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur? 

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja 

Modal pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur? 

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja 

Modal Pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur? 

4. Apakah sisa lebih perhitungananggaran berpengaruh signifikan terhadap 

Alokasi Belanja Modal Pemerintahan daerah Provinsi Jawa timur? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan Masalah yang 

teladijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan tentang 

pendapatan alokasi daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi 

Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan tentang dana 

alokasi umum terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan tentang Dana 

Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. 
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4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan tentang sisa lebih 

perhitungan anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa 

Timur. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian adalah: 

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota/ Kabupaten di Jawa 

Timur terhadap pengelolaan Alokasi Belanja Modal. 

2. Dapat menambah pengetahuan tentang Alokasi Belanja Modal khususnya 

di daerah Jawa Timur. 

3. Serta memberikan gambaran bagi yang akan meneliti tentang Alokasi 

Belanja Modal Pemerintahan. 

1. 5 Sistematika Penulisan 

Secara sistematik dalam penulisan skripsi dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab I yang menjelaskan mengenai latar belakang suatu masalah yaitu 

tentang alokasi Belanja Modal dalam pemerintahan daerah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab II yang menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan tentang 

Alokasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 
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Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Dalam landasan teori ini 

digunakan untuk memikirkan dan menganalisis permasalahan yang ada. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab III yang menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, dan data metode pengumpulan data, serta 

teknik dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Bab IV yang menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis 

data, serta pembahasan.  

BAB V : PENUTUP 

Bab V yang menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatan penelitian, serta 

saran dari penelitian ini.  

 


